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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemborongan pekerjaan 
atau outsourcing dalam perjanjian kerjasama antara dengan PT. Export Leaf Indonesia 
dengan Koperasi Lamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan,menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
perjanjian kerja antara Perusahaan dengan Koperasi dan antara Koperasi dengan 
Karyawan yang ditempatkan di Perusahaan dan kendala dalam proses perjanjian kerja 
tersebut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis atau non doctrinal yang 
mempergunakan data primer dan di dukung dengan data sekunder. Penelitian ini 
mengambil lokasi  di PT Export Leaf Indonesia di Sukoharjo serta Koperasi Lamina, 
dengan jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi 
Sumber Data primer dansumber data  Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, 
Bahan Hukum Sekunder serta Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data 
melalui metode Wawancara serta Studi Pustaka. Analisis data dilakukan adalah model 
analisis interaktif yaitu model analaisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga 
tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verivikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  proses pembuatan perjanjian kerja waktu 
tertentu   serta pelaksanaannya pada perusahaan PT. Export Leaf Indonesia ini sudah 
sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pejanjian Kerja Waktu 
Tertentu. Bentuk perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Export Leaf Indonesia adalah 
tertulis. sudah memenuhi syarat sahnya perjanjiankerja sesuai ketentuan Pasal 1320 
KUH Perdata. Serta sudah mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program Jamsostek 
seperti diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992. Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan perjanjian kerja antara Perusahaan dengan Koperasi dan antara 
Koperasi dengan Karyawan yang ditempatkan di Perusahaan dan apa menjadi kendala 
dalam proses perjanjian kerja tersebut adalahFaktor Intern : yang berasal dari 
Karyawan Outsourcing  serta Lingkup perusahaan sendiri sertaFaktor ekstern : 
kurangnya pengawasan dari pemerintah akan pelaksanaan Perjanjian kerja untuk 
waktu tertentuserta kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan 
terhadap karyawan. 
Kata Kunci : pemborongan, Outsourcing, PT. Export leaf, Tentang ketenagakerjaan 
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A. Latar Belakang 
Tenaga kerja merupakan 
faktor pendukung perekonomian 
suatu Negara. Untuk memajukan 
perekonomian suatu Negara 
diperlukan tenaga kerja yang 
berkualitas. Dalam suatu Negara, 
tenaga kerja ada yang dipekerjakan 
di dalam dan di luar Negara itu 
sendiri. Seperti halnya Indonesia, 
tenaga kerja Indonesia banyak 
bekerja di luar negeri. Tenaga kerja 
Indonesia yang bekerja di luar 
negeri, dapat menghasilkan devisa 
Negara yang turut mendukung 
perekonomian Indonesia. Sehingga 
mereka dikenal dengan istilah 
pahlawan devisa Negara.  
Salah satu solusinya adalah 
dengan menyerahkan sebagian 
pekerjaan kepada pihak lain melalui 
jasa pemborongan atau penyedia 
jasa pekerja/buruh atau dikenal 
dengan istilah outsourcing, dimana 
dengan sistem ini perusahaan dapat 
menghemat pengeluaran dalam 
membiayai sumber daya manusia 
(SDM) yang bekerja di perusahaan 
yang bersangkutan (Wirawan, 
2004: 31). Dengan penggunaan 
outsourcing ini maka perusahaan 
dapat lebih memperhatikan 
kegiatan utama perusahaan 
sehingga perusahaan lebih 
kompetitif 
Praktek sehari-hari 
outsourcing selama ini diakui lebih 
banyak merugikan pekerja/buruh, 
karena hubungan kerja selalu dalam 
bentuk tidak tetap/kontrak 
(PKWT), jaminan sosial kalaupun 
ada hanya sebatas minimal, tidak 
adanya job security serta tidak 
adanya jaminan pengembangan 
karir dan lain-lain. Mungkin 
pengaturan outsourcing dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan 
No. 13 Tahun 2003 belum dapat 
menjawab semua permasalahan 
outsourcing yang begitu luas dan 
kompleks, namun setidak-tidaknya 
dapat memberikan perlindungan 
hukum terhadap pekerja/buruh 
terutama yang menyangkut syarat-
syarat kerja, kondisi kerja serta 
jaminan sosial dan perlindungan 
kerja lainnya serta dapat dijadikan 
acuan dalam menyelesaikan apabila 
terjadi permasalahan. 
Menjadi pertanyaan kita, 
sejauh mana Undang-Undang No 
13 tahun 2003 memberikan 
perlindungan terhadap tenaga kerja 
outsourcing dan bagaimana dalam 
praktek kerja outsourcing, apakah 
sudah memberikan perlindungan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 mengenai Ketenagakerjaan 
tidak menyebutkan secara eksplisit 
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istilah outsourcing, tetapi praktek 
outsourcing seperti yang dimaksud 
dalam Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 dikenal dalam 2 (dua) 
bentuk, yaitu pemborongan 
pekerjaan dan penyediaan jasa 
pekerja sebagaimana diatur dalam 
Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66. 
 
B. PerumusanMasalah 
Berdasarkan uraian tersebut 
di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang di bahas dalam  
penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan 
pemborongan pekerjaan atau 
outsourcing dalam perjanjian 
kerjasama antara dengan PT. 
Export Leaf Indonesia dengan 
Koperasi Lamina sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 
13 tahun 2003 tentang Ketenaga 
kerjaan ? 
2. Faktor-Faktor apakah yang 
mempengaruhi pelaksanaan 
perjanjian kerja antara 
Perusahaan dengan Koperasi dan 
antara Koperasi dengan 
Karyawan yang ditempatkan di 
Perusahaan danapa menjadi 
kendala dalam proses perjanjian 
kerja tersebut? 
 
D. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada judul dan 
perumusan masalah, maka 
penelitian ini termasuk dalam 
jenis penelitian hukum empiris, 
yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan meneliti data sekunder 
pada awalnya untuk kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di 
lapangan atau terhadap 
masyarakat (Soerjono soekanto, 
1986: 23)
.
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif 
kualittif, yaitu penelitian untuk 
memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, 
keadaan atau hipotesa-hipotesa 
agar dapat membantu di dalam 
memperkuat teori-teori lama 
atau di dalam penyusunan teori-
teori baru( Soerjono Soekanto, 
1986: 45). Penelitian ini 
menggambarka dan 
menguraikan tentang 
pelaksanaan Undang-Undang 
No. 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. 
E.   LandasanTeori 
1. Konsepsi Perlindungan 
Pekerja 
Menurut Imam Soepomo 
perlindungan pekerja terdapat 
adanya pemisahan perlindungan 
terhadap pemerasan 
perlindungan sosial atau 
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perlindungan buruh dalam arti 
sempit (protection) dan 
perlindungan terhadap bahaya 
kecelakaan sebagai perlindungan 
teknis atau perlindungan 
keselamatan kerja yang 
disingkat keselamatan kerja 
(safety). Perlindungan dalam arti 
kata sempit adalah penjagaan 
yang layak untuk kemanusiaan 
yang mana ditujukan tidak 
hanya untuk majikan/pengusaha 
tapi juga kepada buruh/ pekerja 
itu sendiri (Imam Soepomo, 
1986: 115).  
Menurut Sendjun 
Manulang, tenaga kerja 
memiliki peran penting bagi  
pembangunan, sehingga sudah 
wajar jika diadakannya  
perlindungan hukum bagi 
pekerja melalui perlindungan, 
pemeliharaan, dan 
pengembangan terhadap 
kesejahteraannya (Imam 
Supomo, 1986: 115) . 
Rachmad Budiono, 
perlindungan pekerja erat 
kaitannya dengan peraturan 
kesehatan kerja yang berisi 
aturan-aturan dan usaha-usaha 
untuk menjaga buruh/pekerja 
dari kejadian yang dapat 
merugikan kesehataan 
kesesuaian dalam melaksanakan 
hubungan kerja. Sehingga dapat 
dimengerti bahwa bidang 
kesehatan kerja memberi 
perlindungan buruh/pekerja 
dalam arti kata sempit Rahmat 
Budiono, 1995: 118).  
a. PerlindunganbagiPerempu
an 
Pekerjaan 
wanita/perempuan di malam 
hari diatur dalam Pasal 76 
dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenaga kerjaan 
merangkan bahwa 
pekerja/buruh perempuan 
yang berumur kurang dari 18 
(delapanbelas) Tahun 
dilarang dipekerjakan antara 
pukul 23.00 sampai pukul 
07.00. Pengusaha dilarang 
mempekerjakan 
pekerja/buruh perempuan 
hamil yang menurut 
keterangan dokter berbahaya 
bagi kesehatan dan 
keselamatan kandungannya 
maupun dirinya, apabila 
bekerja antara pukul 23.00 
sampai dengan pukul 07.00. 
b. PerlindunganWaktuKerja 
Ketentuan mengenai 
perlindungan waktu kerja 
diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 77-
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85. Dalam Pasal 77 ayat (1), 
setiap pengusaha wajib 
melaksanakan ketentuan 
waktu kerja. Selanjutnya 
menurut ayat 2 waktu kerja 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi : 
1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) 
hari dan 40 (empat 
puluh) jam 1 (satu)  
minggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu; atau 
2) 8 (delapan) jam 1 (satu) 
hari dan 40 (empat 
puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu. 
c. Perlindungan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 
Berdasarkan Undang-
undang Jaminan 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja itu diperuntukkan bagi 
seluruh pekerja yang bekerja 
di segala tempat kerja, baik 
di darat, di dalam tanah, di 
permukaan air, di dalam air 
maupun di udara, yang 
berada di dalam wilayah 
kekuasaan hukum Republik 
Indonesia. Jadi pada 
dasarnya, setiap pekerja di 
Indonesia berhak atas 
jaminan keselamatan dan 
kesehatan kerja. 
Dalam Pasal 86 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, bahwa 
setiap pekerja/buruh 
mempunyai hak untuk 
memperoleh perlindungan 
atas: 
1) keselamatandankesehata
nkerja; 
2) moral dankesusilaan; dan 
3) perlakuan yang sesuai 
dengan harkat dan 
martabat manusia serta 
nilai-nilai agama. 
d. Pengupahan 
Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan 
(“UU Ketenagakerjaan”) 
pada Bab 10 mengatur 
tentang Pengupahan. 
Menurut Pasal 88 ayat (1) 
UU Ketenagakerjaan, setiap 
pekerja/buruh berhak 
memperoleh penghasilan 
yang memenuhi 
penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. 
Kebijakan pemerintah 
mengenai pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh 
meliputi: 
1) upah minimum; 
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2) upah kerja lembur; 
3) upah tidak masuk kerja 
karena berhalangan; 
4) upah tidak masuk kerja 
karena melakukan 
kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
5) upah karena menjalankan 
hak waktu istirahat 
kerjanya; 
6) bentuk dan cara 
pembayaran upah 
7)  denda dan potongan 
upah; 
8) hal-hal yang dapat 
diperhitungkan dengan 
upah; 
9) struktur dan skala 
pengupahan yang 
proporsional; 
10) upah untuk pembayaran 
pesangon; dan 
11) upah untuk perhitungan 
pajak penghasilan. 
 
2. Kontrak 
   Kontrak dapat disama 
artikan dengan perjanjian, hal 
mendasar perbedaan pengertian 
kontrak dan perjanjian, yaitu 
kontrak merupakan suatu 
perjanjian yang dibuat secara 
tertulis, sedangkan perjanjian 
merupakan semua bentuk 
hubungan antara dua pihak 
dimana pihak yang satu berjanji 
kepada pihak yang lain untuk 
melakukan suatu hal. Perjanjian 
tidak membedakan apakah 
perjanjian tersebut dibuat 
tertulis atau tidak sehingga 
kontrak dapat diartikan sebagai 
perjanjian secara sempit yaitu 
hanya yang berbentuk secara 
tertulis. Hal ini memberikan arti 
bahwa kontrak dapat disamakan 
dengan perjanjian. Perjanjian 
terjadi antara kedua belah pihak 
yang saling berjanji, kemudian 
timbul kesepakatan yang 
mengakibatkan adanya suatu 
perikatan di antara kedua belah 
pihak tersebut (Mariam Darus 
Badrulzaman, 1983: 1)
.
 
Perikatan terdapat di dalam 
perjanjian karena perikatan 
dapat ditimbulkan oleh 
perjanjian dan undang-undang. 
Hal tersebut diatur dalam Pasal 
1233 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang berbunyi 
”tiap-tiap perikatan dilahirkan 
baik karena persetujuan maupun 
karena undang-undang”. 
Menurut ilmu pengetahuan 
hukum, perikatan dapat 
diartikan sebagai hubungan 
yang terjadi antara dua orang 
atau lebih, yang terletak di 
dalam lapangan harta kekayaan 
di mana pihak yang satu berhak 
atas prestasi dan pihak yang 
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lainnya wajib memenuhi 
prestasi itu (Mariam Darus 
Badrulzaman, 1983: 1)
.
 
 
3. HubunganKerja 
Perjanjian kerja 
menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 
1 angka 14 adalah suatu 
perjanjian antara pekerja dan 
pengusaha atau pemberi kerja 
yang memuat syarat-syarat 
kerja hak dan kewajiban 
kedua belah pihak. Perjanjian 
kerja pada dasarnya harus 
memuat pula ketentuan-
ketentuan yang berkenaan 
dengan hubungan kerja itu, 
yaitu hak dan kewajiban 
buruh serta hak dan 
kewajiban majikan. 
Selanjutnya perihal 
pengertian perjanjian kerja, 
ada lagi pendapat Subekti 
beliau menyatakan bahwa 
perjanjian kerja adalah 
perjanjian antara seorang 
buruh dengan majikan, 
perjanjian mana ditandai oleh 
ciri-ciri adanya suatu upah 
atau gaji tertentu yang 
diperjanjikan dan adanya 
suatu hubungan di peratas 
(bahasa Belanda 
“dierstverhanding”) yaitu 
suatu hubungan berdasarkan 
mana pihak yang satu 
(majikan) berhak memberikan 
perintah-perintah yang harus 
ditaati oleh pihak yang lain 
(buruh).(Subekti, 1977: 63)  
 
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
 Definisi perjanjian kerja 
menurut Pasal 1 angka 14 
Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenaga 
kerjaan (“UU Ketenaga 
kerjaan”) adalah perjanjian 
antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha atau pemberi kerja 
yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban para 
pihak. Menurut Pasal 56 ayat (1) 
UU Ketenagakerjaan perjanjian 
kerja dapat dibuat untuk waktu 
tertentu dan untuk waktu tidak 
tertentu. Pada artikel ini akan 
dibahas mengenai perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu. 
Dalam Pasal 56 ayat (2) UU 
Ketenagakerjaan mengatur 
bahwa perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu didasarkan atas 
jangka waktu atau selesainya 
satu pekerjaan tertentu. 
Berdasarkan Pasal 1 
angka 1 Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 
KEP. 100/MEN/VI/2004 
Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(“Kepmenakertrans 
100/2004”), pengertian 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(“PKWT”) adalah perjanjian 
kerja antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja 
dalam waktu tertentu atau untuk 
pekerjaan tertentu.PKWT 
didasarkan atas jangka waktu 
atau selesainya suatu pekerjaan 
tertentu. PKWT dibuat secara 
tertulis serta harus menggunakan 
bahasa Indonesia dan huruf latin 
dan PKWT wajib didaftarkan 
kepada instansi yang 
bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan.  Selain itu, 
PKWT tidak dapat 
mensyaratkan adanya masa 
percobaan kerja dan tidak dapat 
diadakan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap. 
 
5. Outsourcing 
Outsourcing merupakan 
pendelegasian operasi dan 
manajemen harian dari suatu proses 
bisnis kepada pihak luar 
(perusahaan penyedia jasa / 
outsourcing). Melalui 
pendelegasian, maka pengelolaan 
tak lagi dilakukan oleh perusahaan 
melainkan dilimpahkan kepada 
perusahaan jasa outsourcing(Sehat 
Damanik, 2006: 2).  
Sementara dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan No.13 
Tahun 2003 secara eksplisit tidak 
ada istilah outsourcing tetapi 
pengertian outsourcing itu sendiri 
secara tidak langsung dapat dilihat 
dalam Pasal 64 yang menyatakan 
bahwa perusahaan dapat 
menyerahkan sebagai pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian 
pemborongan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang  dibuat secara 
tertulis (Artikel Muzni Tambusai, 
2006: 4). Praktek outsourcing yang 
dimaksud dalam Undang-Undang 
ini dikenal dalam 2 (dua) bentuk 
yaitu : pemborongan pekerjaan dan 
penyediaan pekerja/buruh 
sebagaimana diatur dalam Pasal 65 
dan Pasal 66. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan pemborongan 
pekerjaan atau outsourcing dalam 
perjanjian kerjasama antara 
dengan PT. Export Leaf 
Indonesia denganKoperasi 
Lamina. 
Mengenai Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu PT. 
Export Leaf 
Indonesiabelumtercapaitentangs
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yaratsahperjanjiankerja. 
Kesepakatankeduabelahpihak 
yang 
lazimdisebutkesepakatanbagi 
yang 
mengikatkandirinyamaksudnyab
ahwapihak-pihak yang 
mengadakanPerjanjiankerjaharu
ssetujuatausepakat, seiya-
sekatamengenaihal-hal yang 
diperjanjikandanpihak-pihak 
yang 
mengadakanperjanjianmempuny
aikedudukan yang 
seimbang.Apa yang dikehendaki 
pihak satu dikehendaki pihak 
yang lain, pihak pekerja 
menerima pekerjaan yang 
ditawarkan, dan pihak 
pengusaha menerima pekerja 
tersebut untuk dipekerjakan. 
Cara penyusunan atau 
pembuatan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu di  PT. Export 
Leaf Indonesia menggunakan 
format atau bentuk dari 
perusahaan sendiri dan tidak 
melalui penyusunan perjanjian 
secara bersama-sama dengan 
pekerja kontrak. Dalam 
penyusunan PKWT PT. Export 
Leaf Indonesia, kewajiban 
pekerja hanya mengisi : 
1. Identitasparapihak. 
2. Jabatan/jenis pekerjaan bagi 
pekerja kontrak dan wilayah 
kerjanya. 
3. Tanggal pembuatan 
perjanjian kerja waktu 
tertentu 
4. Jangka waktu perjanjian 
kerja waktu tertentu. 
5. Tandatanganparapihak. 
Tata cara penyusunan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
PT. Export Leaf Indonesia 
belum memenuhi syarat sah 
pembuatan Perjanjian kerja 
karena belum memenuhi syarat 
kesepakatan kedua belah pihak, 
karena PKWT pada PT. Export 
Leaf Indonesia dibuat secara 
sepihak. Dalam penyusunannya 
belum ada keseimbangan 
kedudukan antara pengusaha 
dan pekerja karena kedudukan 
pengusaha berada di atas pekerja 
yang membuat keadaan berat 
sebelah, sehingga unsur 
kesepakatan pada PKWT  PT. 
Export Leaf Indonesia belum 
terpenuhi. Kesepakatan kedua 
belah pihak belum terpenuhi 
walupun Perjanjian telah 
ditandatangani oleh kedua belah 
pihak. Selain itu penyusunan 
PKWT pada PT. Export Leaf 
Indonesia juga belum memenuhi 
syarat obyek perjanjian 
(pekerjaan) harus halal yakni 
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tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban 
umum, dan kesusilaan, karena 
pekerjaan yang diperjanjikan 
belum sesuai dengan Pasal 59 
ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. 
Hal inibelumsesuaidenganPasal 
52 angka (1) Undang-
UndangNomor 13 Tahun 2003. 
Dalam pelaksanaan 
Pihak pertama memberikan jenis 
pekerjaan atau jabatan pada 
pihak kedua namun sebelum 
mulai bekerja pada Perusahaan 
PT. Export Leaf Indonesia, 
pihak kedua harus mengikuti 
masa percobaan terlebih dahulu 
hingga selesai agar pihak kedua 
memperoleh status 
kepegawaiannya apakah sebagai 
pekerja tetap atau sebagai 
pekerja kontrak  dengan jabatan 
yang ditentukan oleh pihak 
pertama. Hal ini tidak sesuai 
dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No. : Per-02/MEN/1993 yang 
menyatakan : “Dalam 
kesepakatan kerja waktu tertentu 
tidak boleh disyaratkan adanya 
masa percobaan”. Dan juga 
dalam Pasal 3 ayat (2) yang 
berbunyi : “Apabila dalam 
kesepakatan kerja waktu tertentu 
ternyata dicantumkan masa 
percobaan maka masa percobaan 
tersebut batal demi hukum”. Ini 
berarti perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu pada Perusahaan 
PT. Export Leaf Indonesia batal 
demi hukum, yang artinya 
bahwa perjanjian kerja itu batal 
dengan sendirinya sehingga para 
pihak tidak mempunyai 
kewajiban untuk melanjutkan 
perjanjian kerja tersebut. Dalam 
perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu tidak boleh 
mensyaratkan adanya masa 
percobaan. Masa percobaan 
adalah masa atau waktu untuk 
menilai kinerja dan 
kesungguhan, keahlian seorang 
pekerja. Lama masa percobaan 
adalah 3 (Tiga) bulan, dalam 
masa percobaan pengusaha 
dapat mengakhiri hubungan 
kerja secara sepihak (tanpa izin 
dari pejabat yang berwenang). 
Ini diperbolehkan hanya untuk 
perjanjian kerja wktu tidak 
tertentu. Adanya ketentuan yang 
tidak membolehkan adanya 
masa percobaan dalam 
perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu karena hubungan kerja 
tersebut berlangsung dalam 
waktu terbatas dan relative 
singkat. 
 
B. Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan 
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perjanjian kerja antara 
Perusahaan dengan Koperasi 
dan antara Koperasi dengan 
Karyawan yang ditempatkan 
di Perusahaan serta kendala 
dalam proses perjanjian  
Hambatan-hambatan 
yang 
timbuldalampelaksanaanperjanji
ankerjauntukwaktutertentudanca
rapenyelesaiannyaantara lain 
sebagaiberikut: 
a. Faktor Intern 
1) Pekerja keluar atau 
berhenti bekerja sebelum 
masa kontraknya selesai. 
1) Kedisiplinanpegawai 
MasihadanyapekerjaOurs
ourcing, yang 
masukkerjaterlambat.Hal 
ini tentu merugikan 
perusahaan, mengingat 
dengan terlambatnya 
masuk kerja akan 
menghambat 
produktivitas 
perusahaan. 
2) Masih adanya pegawai 
atau karyawan yang 
kurang memahami akan 
arti pentingnya 
perjanjian kerja serta isi 
klausul atau Pasal-Pasal 
yang ada di dalamnya. 
Hal 
initentumenjadipengham
batkinerja yang 
bersangkutan 
3) Pekerja yang keluar dari 
Perusahaan PT. Export 
Leaf 
Indonesiatidakmengemb
alikangaji yang 
telahditerimaselamabeke
rja.. 
 
b. Factor ekstern 
1) Pemerintahjarangme
ngadakansosialisasit
entangUndang-
undangKetenagakerj
aan, 
sehinggahaliniberda
mpakpadapembuata
nperjanjiankerja, 
dimanaadanyaketew
ntuanperundang-
undangan yang 
tidakdimasukkandal
amperjanjiankerja.  
2) Kurangnya 
pengawasan dari 
Institusi atau 
lembaga terkait, 
sehubungan dengan 
pelaksanaan 
perjanjian tenaga 
kerja kontrak.  
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A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan 
pembahasan tersebut di atas 
dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Pelaksanaan 
pemborongan pekerjaan 
atau outsourcing dalam 
perjanjian kerjasama 
antara dengan PT. Export 
Leaf Indonesia 
denganKoperasi Lamina. 
Bahwa proses pembuatan 
perjanjian kerja waktu 
tertentu   serta 
pelaksanaannya pada 
perusahaan PT. Export Leaf 
Indonesia ini sudah sesuai 
dengan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No. 
KEP.100/MEN/VI/2004 
Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Pejanjian Kerja 
Waktu Tertentu. Bentuk 
perjanjian kerja waktu 
tertentu di PT. Export Leaf 
Indonesia adalah tertulis. 
Selain itu secara garis besar 
memuat identitas para 
pihak, jangka waktu 
perjanjian kerja, jabatan 
atau macam pekerjaan, 
ketentuan mengenai syarat-
syarat kerja dan tanda 
tangan kedua belah pihak. 
Perjanjian kerja pada 
Perusahaan PT. Export Leaf 
Indonesia sudah memenuhi 
syarat sahnya 
perjanjiankerja sesuai 
ketentuan Pasal 1320 KUH 
Perdata. 
 
2. Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi 
pelaksanaan perjanjian 
kerja antara Perusahaan 
dengan Koperasi dan 
antara Koperasi dengan 
Karyawan yang 
ditempatkan di 
Perusahaan serta  kendala 
dalam proses perjanjian. 
a) FaktorIntern : yang 
berasaldariKaryawan
Outsourcing dan 
Lingkupperusahaans
endiri. 
b) Faktorekstern : 
kurangnyapengawasa
ndaripemerintahakan
pelaksanaanPerjanjia
nkerjauntukwaktutert
entusertakurangnyas
osialisasitentangUnd
ang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaanterha
dapkaryawan.  
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